BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntabilitas
Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan
politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan
sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat
dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian
sasaran atau target kebijakanatau program. Akuntansi kinerja merupakan salah satu
kunci bagi terwujudnya Good Governance dalam mengelola organisasi publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010/PSAP 01 Kerangka Konseptual
menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan pertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik™.

Menurut Mardiasmo (2009:20):

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut.

Menurut Muindro (2013:14):

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship.
Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara
ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan,
sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh
seorang steward kepada pemberi tanggungjawab.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya
untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang
telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk

melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki



hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang
tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Dengan kata lain,
dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan
segala tindak lanjut dan kegiatannya di bidang administrasi keuangan kepada pihak
yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari
sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Akuntabilitas
apabila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, dapat didefinisikan sebagai
suatu pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi
subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Pihak- pihak
yang berkepentingan di sini yaitu para pemangku kepentingan. Selain itu,
sebenarnya akuntabilitas publik juga berkaitan dengan kewajiban untuk
menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai aktivitas yang telah dilakukan,
sedang dilakukan dan yang masih direcanakan oleh organisasi publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9)
yaitu: Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability), Akuntabilitas Horizontal
(Horizontal Accountability). Adapun penjelasan dari dua macam akuntabilitas
publik diatas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Akuntabilitas vertikal
adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang
lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada
pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada
pemerinrah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR,

2. Akuntansi Horizontal (horizontal accountability) Akuntansi horizontal
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari
beberapa dimensi, Menurut Ellwood 1993 dalam Mahmudi (2015:9), terdapat
empat dimensi yang dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (accountability for
probity and legality) Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity)
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, akuntabilitas
hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (process accountability) Akuntabilitas proses terkait
dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah
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cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem
informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses
termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat,
responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan
memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutanpungutan lain di luar yang
ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang
menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam
pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait
dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-
proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender
adalah apakah proses tender telah dilakukan secara fair melalui
Compulsory Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui
pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Akuntabilitas Program (program accountability) Akuntabilitas program
terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai
atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) Akuntabilitas kebijakan
terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun
daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2009: 4) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen
utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah
keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur
perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan
prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah
tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional
dihubungkan dengan badan//lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap
departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya
masing-masing).

2. Akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat
untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus
dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas
yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan
paradigma manajemen publik baru (new publik management). Hal ini
mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan
dengan gerakan manajemen publik baru.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran

finansial. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-
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sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber
penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur
APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah
disusun dengan pendekatan kinerja.

2.1.2 Transparansi
Menurut Renyowijoyo (2013: 12):

”Transparansi merupakan salah satu prinsip good corporate governance.
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses
pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.”

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk
memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk
pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan
politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan
keuangan. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan
tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah
suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi
sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi
masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan
menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010/PSAP 01 Kerangka
Konseptual menyatakan bahwa: Transparansi berarti memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.
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Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting
sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good
governance. Praktik good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintah dituntut
untuk terbuka dan menjamin akses pemangku berkepentingan terhadap berbagai
informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Adanya
transparansi ini agar masyarakyat paham akan keseluruhan proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, transparansi itu berarti bersifat
terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti serta mengurangi
ketidakpastian dan dapat membantu menghambat korupsi di kalangan pejabat
publik. Menurut Hamdani (2016) Transparansi merupakan suatu komitmen untuk
memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan
kepemilikan secara akurat, jelas dan tepat waktu.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dilihat dalam dua hal yaitu: (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah
kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Menurut Mardiasmo (2009:77), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif
dikatakan transparan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Indikator dari transparansi sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan  yang
dilanggaratau permintaan untuk membayar uang suap.

3. Kemudahan akses informasi.
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4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa
dan lembaga non pemerintah.

Maka dapat disimpulan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah
kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas
penyelenggaraan pemerintahan. Adanya transparansi anggaran membawa dampak
positif bagi kepentingan publik. Beberapa manfaat penting adanya transparansi
anggaran yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi
kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah
sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur Kinerja pemerintah,
meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan
kebijakan tertentu, menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap
pemerintah akan terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik
sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.

2.1.3 Pengawasan

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 Tentang Cara
“Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa
pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.” Pengawasan yang dilakukan oleh
dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif
dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan
meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Pengawasan tidak
langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari
pelaksanaan.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk menjaga agar anggaran
yang disusun benar-benar dapat dijalankan, untuk menjaga agar kegiatan
pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran sesuai dengan anggaran
yang telah digariskan dan untuk menjaga agar pelaksanaan APBN/D benar-benar

dapat dipertanggungjawabkan.
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Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan obyek, sifat,
ruang lingkup, dan berdasarkan metode pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berdasarkan obyek

a. Pengawasan terhadap penerimaan negara, merupakan pengawasan terhadap
segala bentuk penerimaan negara, seperti penerimaan pajak dan bea cukai,
dan penerimaan bukan pajak.

b. Pengawasan terhadap pengeluaran negara, merupakan pengawasan terhadap
pengeluaran negara yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

2. Pengawasan menurut sifat

a. Pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum
dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran
keuangan dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan detektif, merupakan suatu pengawasan yang dilakukan dengan
meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban
untuk membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang
seharusnya terjadi.

3. Pengawasan menurut ruang lingkup

a. Pengawasan internal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi dengan tujuan
untuk melakukan tindakan verifikasi dan membantu pihak yang diawasi
dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.

b. Pengawasan eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit
pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi.

4. Pengawasan menurut metode pengawasan

a. Pengawasan melekat, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan
atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya
dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang
ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengawasan fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal organisasi.

(https://apustpicurug.wordpress.com, 10 Mei 2010)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengawasan merupakan pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk
menjamin hasil yang diinginkan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk
pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang dibawahnya.


https://apustpicurug.wordpress.com/
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2.1.4 Komitmen Organisasi

Menurut Robert dan Kinicki dalam (Kreitner, 2011)) Komitmen organisasi
adalah cerminan dimana seorang karyawan dalam mengenali organisasi dan terikat
kepada tujuan-tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang —
orang memiliki komitmen diharapkan dapat menunjukkan ketersediaannya untuk
bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang
lebih besar untuk tetap bekerja di suatu perusahaan. Meyer & Allen, Smith (1993)
dalam (Sopiah, 2008) menjelaskan bahwa komitmen organisasi dapat diartikan
sebagai sejauh mana seseorang karyawan mengalami rasa kesatuan dengan
organisasi mereka. Dan jika seorang individu memiliki komitmen organisasi yang
tinggi, maka pencapaian tujuan organisasi menjadi hal penting bagi organisasi
tersebut, sebaliknya individu dengan komitmen organisasi yang rendah akan
memiliki perhatian yang rendah pula dan cenderung untuk memenuhi kepentingan
pribadi. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi dalam diri
individu maka semakin tinggi kepeduliannya terhadap organisasi sehingga individu
tersebut akan terus berusaha untuk menjadikann organisasinya kearah yang lebih
baik. Lebih lanjut lagi, komitmen organisasi juga merupakan suatu kemauan
individu untuk bersama organisasi yang memiliki tiga karakteristik utama yaitu
antara lain affective commitment, continuance commitment, dan normative
commitment.

Dimensi Komitmen Menurut Luthans (2006) ada tiga aspek yaitu:

1. Komitmen efektif berkaitan dengan adanya ikatan emosional
karyawan, identifikasi, dan Kketerlibatan dalam organisasikarena
keinginan dari diri sendiri.

2. Komitmen berkesinambungan adalah komitmen yang didasarkan akan
kebutuhan rasional. Dengan kata lain komitmen ini terbentuk atas dasar
untung dan rugi yang didapatkan oleh karyawan. Sehingga menjadi
bahan pertimbangan apa yang harus dikorbankan bila menetap pada
suatu organisasi.

3. Komitmen normatif adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang
ada dalam diri karyawan. Yang berisi keyakinan individu akan
tanggung jawab terhadap organisasi. Jadi seorang karyawan bertahan
karena adanya loyalitas.
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Menurut Lincoln dan Bashaw dalam Sopiah (2008) komitmen organisasi
memiliki tiga indikator yaitu:

1. Kemauan karyawan, dimana adanya keinginan karyawan
untuk mengusahakan agar tercapainya kepentingan organisasi.

2. Kesetiaan karyawan, yang mana karyawan berkeinginan untuk
mempertahankan keanggotaannya untuk terus menjadi salah satu bagian
dari organisasi.

3. Kebanggaan karyawan, ditandai dengan karyawan merasa bangga
telah menjadi bagian dari organisasi yang diikutinya dan merasa bahwa
organisasi tersebut telah menjadi bagian dalam hidupnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa komitmen
organisasi adalah suatu perilaku karyawan yang berkaitan dengan kepercayaan
dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi, adanya kemauan
untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organsisasi,dan keinginan untuk
mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi. Agar dapat menilai
organisasi tersebut sehingga tetap loyal dan bersedia bekerja sebaik mungkin
demi tercapainya tujuan organisasi tersebut.

2.1.5 Kinerja Anggaran

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi
maupun organisasi. Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah proses
pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya
kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Menurut Bastian (2010:171) “Anggaran
kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan

berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi’.

Kegiatan tersebut mencakup pula pada penentuan unit kerja yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja
yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan
moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi
perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan
sistematis. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit

organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program,
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kegiatan dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai.
Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang akan
dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.

Pengembangan indikator Kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis artinya
hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya
berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta
efektif artinya berhasil guna dalam menccapai tujuan dan sasaran. Menurut Bastian
(2010) “Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil
(outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts).”

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat
berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan
perundangundangan, dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat
diperoleh/dicapai dari suatu kegiatan, baik kegiatan yang berupa kegiatan
fisik maupun non fisik.

3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

4. Indikator manfaat (benefit) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif terhadap setiap tingkat indikator berdasarkan asumsi yang
telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi
kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran
finansial. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-
sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber
penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur
APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah
disusun dengan pendekatan kinerja.

2.1 Penelitian Terdahulu
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Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan
referensi dan perbandingan dalam penelitian (tabel 2.1).
Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Varlgt_)el Metc_)qe Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian
Hasil penelitian dengan
evaluasi inner model
menunjukkan secara parsial
Akuntabilitas, - akuntabilitas, transparansi,
Transparansi, X1 :Akunabilitas | Pendekatan | dan pengawasan berpengaruh
Pengawasan dan X2 :Transparansi Partial signifikan terhadap kinerja
1 | Kinerja Anggaran X3 :Pengawasan Least Square | anggaran berkonsep value for
Berkonsep Value Y :Kinerja (PLS) money pada Satuan Kerja
For Money. Anggaran Perangkat Daerah (SKPD)
(Purnomo.2018) Kota Bandung.
Pengaruh
Akuntabilitas, Hasil yang menunjukkan
Transparansi dan X1:Akuntabilitas bahwa akun_tabilitas, o
partisipasi anggaran | X2:Transparansi transparansi, serta partisipas|
, | terhadap kinerja X3:Partisipasi sampel anggaran berimplikasi positif
anggaran pada anggaran j enSh b.a'k Istecara dparli_lal maupun
pemerintah kota Y : Kinerja simultan paca kinerja
anggaran Pemerintah Kota
Denpasar. Anggaran D
enpasar.
(Premananda, 2017)
'T’?gr?:r::]ansi Hasil penelitian X1,X2,X3
paransi, X1:Akuntabilitas pengaruh yang positif
Akuntabilitas, ) - LT
P X2:Transparansi terhadap kinerja anggaran
engawasan :
- X3:Pengawasan . berkonsep Value for Money
terhadap kinerja L Purposive i
3 Y : Kinerja : dan secara simultan
anggaran berkonsep Sampling .
Anggaran memberikan pengaruh yang
value for money o S
: ; ; berkonsep value positif terhadap kinerja
instansi pemerintah f anggaran berkonsep Value
kabupaten ogan ilir. or money 99 for Mone P
(Ardita, 2017) Y.
No Judul Penelitian Varlgpel Met(_)(_je Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian
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Pengaruh
Akuntabilitas, Hasil penelitian ini
Transparansi, X1: Akuntabilitas menunjukkan bahwa
Pengawasan X2: Transparansi Akuntabilitas, Transparansi
4 | Terhadap Kinerja X3: Pengawasan p , dan Pengawasan memiliki
Anggaran Pada Y : Kinerja UrposIVE 1 hengaruh signifikan terhadap
Pemerintah Daerah Anggaran Sampling | Kinerja Anggaran.
Kabupaten Kampar
(Fernandes, 2015)
Akuntabilitas,
Anggpran Berbatis | XL Akunabilas e skcntbitas -
Kinerja Anggaran X2: Transparansi Regresi un
5 X3: Anggaran Linear transparansi berpengaruh
Igada SKPD Kota Y : Kinerja Berganda | positif secara simultan pada
( :gir\)/s?rayré, 2015) Anggaran anggaran berbasis kinerja
Akuntabilitas, Hasil penelitian ini
Transparansi, menunjukkan bahwa
Pengawasan . Akuntabilitas, Transparansi,
terhadap X1: Akuntabilitas Pengawasan Berpengaruh
Pengelolaan X2: Transparansi _ positif dan signifikan
6 | Anggaran Berkonsep | X3: Pengawasan PUrposive | terhadap Pengelolaan
Value For Money | Y :Pengelolaan Sampling | Anggaran.
Pada Instansi Anggaran
Pemerintah. (Debi
Putri Pertiwi. 2015)

2.3 Kerangka Pemikiran
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Menurut Sugiyono (2018) “kerangka berfikir merupakan sintesa tentang
hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah
dideskripsikan”.

Menurut Bastian (2010) anggaran berbasis kinerja (Performance Based
Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output
organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis
organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan
dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Dengan adanya kinerja anggaran tersebut maka diperlukan Transparasi dan
Akuntabilitas, Pengawasan dan Komitmen Organisasi agar dapat menyajikan
informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh
masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Masyarakat
memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena
menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan hidup masyarakat, masyarakat juga berhak untuk menuntut
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah, teori terkait dan beberapa hasil penelitian
sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat divisualisasikan

dalam bentuk skematis pada gambar 2.1.

Akuntabilitas (X1)

Kinerja
Anggaran

Transparansi (X2)

\/

Pengawasan (X3) —

Komitmen Organisasi (X4) W%

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini
sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan
untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Akuntabilitas,
Transparansi, dan Komitmen Organisasi secara parsial maupun stimultan
mempengaruhi Kinerja Anggaran di Operator Perangkat Daerah (OPD) pada Kota
Palembang.

2.4 Hipotesis
“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap
rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2018). Adapun hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini adalah :
H: : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran
H> : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran.
Hs : Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran
Hs : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran
Hs . Akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan komitmen organisasi secara

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran.



